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ABSTRAK

Penclitian ini membahas pengaturan dan dinamika pembagian kewenangan
pengelolaan wilayah pesisic di Indonesia dengan menelaah ketentuan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah serta relevansinya
dengan prinsip otonomi dacrah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Kajian dilakukan
karena perubahan UU 23/2014 (elah menarik kembali kewenangan kabupaten/kota di
wilayah pesisir dan laut, yang sebelumnya diberikan sccara lebih luas melalui UU
22/1999 dan UU 32/2004, schingga menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik.
Peralihan kewenangan kepada provinsi hingga 12 mil laut berdampak pada
munculnya tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, kelemahan
koordinasi pusat—dacrah, serta ketidaksiapan kelembagaan di tingkat provinsi.
Kondisi tersebut menghambat efektivitas pengelolaan pesisir, terlihat dari berhentinya
program dacrah, lemahnya pengawasan, hingga meningkatnya pelanggaran
lingkungan. Secara normatif, Pasal 18 UUD NRI 1945 mengamanatkan otonomi
dacrah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun hasil penclitian
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara amanat konstitusi dengan implementasi
kebijakan, terutama karena model recentralisasi dalam Pasal 14 dan Pasal 27 UU
23/2014 yang membatasi ruang inovasi dacrah sertamengabaikan prinsip subsidiarity.
Selain itu, tumpang tindih regulasi antara UU 23/2014 dan UU 27/2007 jo. UU 1/2014
menyebabkan dualisme kewenangan dalam perizinan, pengawasan, dan penyusunan
zonasi wilayah pesisir. Ketidaksinkronan kebijakan nasional dan daerah serta
minimnya partisipasi masyarakat semakin memperparah masalah tata kelola pesisir.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-

~ undangan, Konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menegaskan perlunya
~ harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan daerah, serta desain desentralisasi yang
konsisten dengan semangat Pasal 18 UUD 1945 agar pengelolaan wilayah pesisir
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ABSTRACT

This study examines the regulatory framework and dynamics of the distribution of
authority over coastal management in Indonesia by analyzing the provisions of Law
Number 23 of 2014 on Regional Government and its relevance to the principle of
regional autonomy as stipulated in Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia. The study is conducted because the changes introduced by Law 23/2014
have withdrawn the authority of regencies/municipalities over coastal and marine
areas authority that had previously been more broadly granted under Law 22/1999
and Law 32/2004 thereby generating various practical problems. The transfer of
authority to provincial governments for up to 12 nautical miles has resulted in
overlapping jurisdictions, legal uncertainty, weak central-regional coordination, and
institutional unpreparedness at the provincial level. These conditions hinder the
effectiveness of coastal management, as evidenced by the suspension of regional
programs, weak monitoring, and increasing environmental violations. Normatively,
 Article 18 of the 1945 Constitution mandates broad, genuine, and responsible
- regional autonomy. However, the findings indicate a discrepancy between
 constitutional mandates and policy implementation, primarily due to recentralization
endencies re_ﬂected in Article 14 and Article 27 of Law 23/2014, which consirain
regional nnovatlon and dzsregard the principle of subsidiarity. Furthermore

gfheniﬁg Qf regional institutions, and a
. with the spirit of Article 18 of the 1945
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